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ABSTRAK 

Nurkholisa, 1213010135. Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan 

Tidak Tercatat melalui Penerbitan Akta Kelahiran dengan Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mutlak Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 

108 Tahun 2019. 

 Perkawinan tidak tercatat menimbulkan persoalan dalam pemenuhan hak anak, 

khususnya hak atas identitas hukum dan hubungan keperdataan dengan orang tuanya. 

Untuk mengatasi hambatan administratif dalam penerbitan akta kelahiran, pemerintah 

memberikan mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi 

orang tua yang tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan. Meskipun demikian, 

SPTJM merupakan instrumen administrasi kependudukan yang tidak serta-merta 

mengubah status perkawinan orang tua maupun memberikan kepastian terhadap 

seluruh hak keperdataan anak.  

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum SPTJM dalam 

penerbitan akta kelahiran bagi anak dari perkawinan tidak tercatat, menganalisis bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan melalui penerbitan akta kelahiran dengan SPTJM, 

serta menganalisis implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak.  

 Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan 

hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan 

jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif melalui pengkajian terhadap 

peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, dan bahan hukum yang berkaitan 

dengan SPTJM, administrasi kependudukan, perkawinan, dan perlindungan anak.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SPTJM berkedudukan sebagai 

instrumen administratif dan alternatif pemenuhan persyaratan pencatatan kelahiran; (2) 

penerbitan akta kelahiran melalui SPTJM memberikan perlindungan hukum preventif 

berupa pemenuhan hak anak atas identitas, pencantuman identitas kedua orang tua, 

serta kemudahan memperoleh pelayanan publik, tetapi belum memberikan 

perlindungan hukum represif dalam penyelesaian sengketa; dan (3) penggunaan 

SPTJM berimplikasi terhadap terpenuhinya sebagian hak keperdataan anak, terutama 

hak untuk mengetahui asal-usul dan hak memperoleh pemeliharaan serta pengasuhan, 

tetapi belum secara otomatis memberikan kepastian terhadap hak kewarisan dan 

kedudukan wali nasab. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih 

menyeluruh mengenai hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya, tetap 

diperlukan mekanisme hukum lebih lanjut seperti isbat nikah atau penetapan asal-usul 

anak. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan Tidak Tercatat, SPTJM, Akta 

Kelahiran, Hak-Hak Keperdataan Anak. 
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